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I. PENDAHULUAN
Tahun 2007 Korps Adhyaksa telah menginjak pada usianya yang ke-47, atau tahun kedua sejak diluncurkannya Agenda Pembaruan Kejaksaan RI. Sebuah agenda yang hingga catatan ini dibuat masih terus bergulir dan telah mencapai tahap persiapan pelaksanaan (implementasi) kebijakan yang diwarnai dengan semangat tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Adapun cita-cita dari terlaksananya reformasi pada korps ini adalah untuk mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang profesional (Legal Professional Organization) berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Profesionalisme para Jaksa dan pegawai Kejaksaan memang menjadi sorotan perhatian publik, terutama pada beberapa peristiwa yang menciderai para pencari keadilan baik sebagai korban maupun sebagai tersangka/terdakwa. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan wewenang yang melekat pada Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam menangani suatu kasus. Tentunya penanganan kasus ini, terutama kasus-kasus besar, juga menjadi perhatian karena publik juga memiliki harapan yang sama besarnya agar kasus-kasus tersebut dapat tertuntaskan dan mengembalikan hak yang terampas dari publik/negara.
Perhatian publik tersebut merupakan suatu mekanisme pengawasan eksternal yang dapat memperkuat pengawasan internal. Dengan demikian banyaknya jumlah Jaksa dan pegawai Kejaksaan serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kejaksaan, pengawasan internal menjadi elemen terpenting agar Kejaksaan benar-benar digerakkan oleh aparat yang profesional. Di samping itu hadir pula Komisi Kejaksaan yang berperan sebagai representasi publik untuk ikut meningkatkan kinerja Kejaksaan salah satunya melalui pengawasan perilaku para aparatnya.
Efektifitas pengawasan sangat berkorelasi erat dengan pembinaan para Jaksa dan pegawai Kejaksaan. Di mana proses mutasi pada bidang Pembinaan (baik promosi, rotasi maupun demosi) bergantung pada status kepegawaian yang “bebas” dari proses disipliner (clearance kepegawaian) yang dikeluarkan oleh bidang Pengawasan. Pengelolaan sumber daya manusia (pembinaan pegawai) pada Kejaksaan tentunya akan mempengaruhi gerak langkah dari lembaga ini sendiri dan hingga kini sepertinya masih menjadi persoalan besar pada Kejaksaan.


Empat hal yang telah diungkapkan di atas (Pembaruan Kejaksaan; penanganan kasus (terutama kasus-kasus besar); pengawasan aparat Kejaksaan; dan manajemen SDM Kejaksaan ) adalah rubrik-rubrik yang menjadi bagian dari catatan pinggir dari MaPPI untuk menyambut 47 tahun Korps Adhyaksa. Catatan pinggir ini merupakan hasil dari pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh MaPPI terhadap Kejaksaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dengan adanya catatan kritis ini, diharapkan dapat mendorong lebih maju proses reformasi dan profesionalisme dari Kejaksaan.
II. PEMBARUAN KEJAKSAAN
Pembaruan Kejaksaan telah berjalan lebih dari dua tahun terhitung sejak persiapan hingga peluncuran Agenda Pembaruan Kejaksaan RI pada tanggal 22 Juli 2005 yang terdiri dari 12 program. Pada realisasinya, pembaruan hanya mencakup enam program yang disebabkan beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan lain-lain. Beberapa program tersebut terdiri dari pembaruan pada bidang:

1. Organisasi dan tata kerja;

2. Rekrutmen dan pembinaan karir;

3. Pendidikan dan pelatihan;

4. Organisasi dan tata kerja intelijen;

5. Mekanisme pengawasan; dan

6. Kode Perilaku Jaksa.



Pembaruan itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan yakni studi, perumusan kebijakan internal, implementasi dan monitoring-evaluasi yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari pihak internal dan eksternal Kejaksaan. Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa pembaruan Kejaksaan telah sampai pada tahap persiapan implementasi. Catatan ini akan mengulas enam hal di atas dan akan melihat posibilitas implementasinya.
A. Organisasi dan Tata Kerja



Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
 hingga kini masih mengacu pada UU Kejaksaan yang lama (UU No. 5 Tahun 1994), sehingga perlu ada perubahan untuk menyesuaikan dengan UU No. 16 Tahun 2004. Pokja pada isyu ini berkonsentrasi pada rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. dan Keputusan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. 

 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan saat ini boleh dikatakan “sangat gemuk” jauh dari profesional, tidak efektif, tidak effisien dan sangat birokratis. Bahwa struktur organisasi yang ideal dan modern mengedepankan asas ramping struktur namun kaya akan fungsi. Asas ini seharusnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan Keputusan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. Masalah yang terlihat dalam struktur organisasi Kejaksaan adalah kesamaan struktur organisasi dari Kejaksaan Agung hingga Kejaksaan Negeri di daerah. Sebagai contoh di Kejaksaan Agung ada Jaksa Agung Muda Bidang (JAM) Pembinaan, JAM Bidang Pengawasan, JAM Bidang Intelijen, JAM Bidang Tindak Pidana Umum, JAM Bidang Tindak Pidana Khusus dan JAM Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka di Kejaksaan Tinggi ada Assisten Bidang Pengawasan, Assisten Pembinaan, Assisten Intelijen, Assisten Tindak Pidana Umum, Assisten Tindak Pidana Khusus serta Assisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, demikian juga di Kejaksaan Negeri ada Bagian Pengawasan, Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus serta Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kesamaan struktur inilah yang menyebabkan organisasi Kejaksaan terlihat “sangat gemuk”.

Organisasi Kejaksaan terlihat “sangat gemuk” karena tidak disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja yang ada disetiap wilayah kerja. Misalnya secara statistik jumlah perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan sangat sedikit, maka Kejaksaan dapat melihat daerah atau wilayah mana yang sama sekali tidak ada perkara perdata dan TUN dengan demikian dapat terjadi di beberapa Kejaksaan Negeri tidak diadakan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya jika ada perkara DATUN di wilayah tersebut, maka dapat ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi hal ini juga berlaku pada seksi-seksi lain tergantung analisis kebutuhan dan beban kerja masing-masing wilayah.

Analisis kebutuhan dan beban kerja ini juga berpengaruh pada jumlah personel yang ada. Banyak Jaksa yang  sulit diukur kinerjanya karena sedikit sekali memegang perkara bisa jadi selama kariernya Jaksa tersebut ditempatkan pada bidang yang memang tidak pernah menangani perkara, sebaliknya ada juga Jaksa yang banyak memegang perkara sehingga prestasinya begitu menonjol, sisi lemahnya adalah tidak ada pemerataan pembagian kerja bagi tiap-tiap Jaksa, ketentuan ini seharusnya diatur dalam bagian Tata Kerja Organisasi Kejaksaan, yang mana belum terlihat dalam Keputusan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Nomor  Kep-115/J.A/10/1999 berikut perubahannya.

Sudah seharusnya Organisasi Kejaksaan memenuhi prinsip-prinsip organisasi dan tata kerja yang modern dengan bersandar pada prinsip profesional, efektif, efisien dan akuntabel. Meskipun Kejaksaan menganut prinsip”en een on deelbaar” dimana Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan sebagaimana disebutkan dalam UU Kejaksaan (UU 16/2004) tetapi prinsip tersebut harus dimaknai melekat pada tugas dan fungsi bukan melekat pada struktur organisasi Kejaksaan. Sebagai masukan Kejaksaan dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja juga memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan kepentingan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja sehingga struktur organisasi tidak dilihat  “gemuk” namun mengedepankan asas ramping struktur kaya fungsi. 

Selain masalah diatas perlu dilihat kembali perkembangan penyusunan Rancangan Keppres tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. Hal ini perlu diingatkan sebab sejauh ini Keppres tersebut belum disusun secara tepat dan masih mengandung beberapa kelemahan, diantaranya berkenaan dengan pengaturan mengenai staff  ahli, tenaga ahli, pengertian dan kedudukan pusat dan badan serta masalah hierarki organisasi Kejaksaan secara keseluruhan.


Jika dilihat sepintas memang terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan yang lama dan rancangan ketentuan yang baru. Tetapi setelah dicermati, perbedaan tersebut kurang membawa perubahan yang siginifikan bagi Kejaksan.
B. Rekrutmen dan Pembinaan Karir
Rekrutmen calon Jaksa di Kejaksaan memanfaatkan pegawai negeri sipil Kejaksaan yang selanjutnya dididik dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Calon Jaksa ditinjau dari proses pengajuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai Kejaksaan yang sejak awal masuk sudah memiliki ijazah sarjana hukum dan pegawai yang mengikuti program penyesuaian ijazah. Metode yang digunakan oleh Kejaksaan dalam merekrut sumber daya Jaksa baru ini bersifat tertutup dan dua pintu. Proses rekrutmen calon Jaksa sebagai salah satu upaya untuk memperbarui sumber daya Jaksa yang dimiliki oleh Kejaksaan tidak terlepas dari adanya analisis kebutuhan pegawai. Saat ini proses rekrutmen dan proses promosi mutasi dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis jabatan Jaksa yang tepat untuk setiap daerah. Pada dasarnya sistem yang berlaku saat ini masih dapat digunakan dengan beberapa perbaikan, khususnya dalam hal persyaratan dan proses seleksi yang akan digunakan. Selain itu konsistensi panitia seleksi atas persyaratan yang telah ditetapkan menjadi kunci utama upaya untuk mendapatkan Jaksa yang berkualitas. 

Rekrutmen calon Jaksa yang berlaku saat ini memberikan kesempatan pada pegawai negeri sipil di Kejaksaan baik dari program sarjana maupun program penyesuaian ijazah untuk menjadi Jaksa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan, sehingga belum dapat menghasilkan Jaksa yang berkualitas. Sistem rekrutmen baru dalam peraturan Jaksa Agung ini adalah sistem rekrutmen melalui satu pintu. Sistem satu pintu ini akan diterapkan dengan cara rekrutmen calon Jaksa dari program sarjana hukum dan program penyesuaian secara bersama-sama. Selain persyaratan umum yang telah ditentukan dalam undang-undang, persyaratan lainnya akan disamakan. Demikian juga dengan kualitas materi ujian kemampuan akademik maupun teknis administrasi. Melalui sistem satu pintu ini diharapkan akan mendapatkan Jaksa yang memiliki kualitas yang mendekati kesamaan, sehingga tidak terdapat perbedaan kemampuan yang mencolok antara satu Jaksa dengan yang lainnya. 
 
Pembaruan sistem rekrutmen calon Jaksa terletak pada Peraturan Jaksa Agung baru yang antara lain terdiri dari: 
a. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

b. Penyusunan analisis kebutuhan dan jabatan Jaksa. 

c. Pelaksanaan rekrutmen calon Jaksa dengan menggunakan sistem satu pintu.

d. Melembagakan dan menjadikan program pelatihan kerja sebagai salah satu syarat wajib untuk mengikuti PPPJ. 

e. Pelaksanaan ujian seleksi masuk PPPJ dilakukan secara bersama-sama yang diikuti oleh calon Jaksa dari program sarjana hukum dan program penyesuaian ijazah. 

f. Proses rekrutmen melibatkan Kejaksaan yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang professional dan independen.

g. Kesempatan mengikuti ujian Penyaringan Calon Jaksa maksimal tiga kali.

h. Penyebarluasan pengumuman penerimaan pegawai Kejaksaan, khususnya untuk menjadi Jaksa harus dilakukan melalui media massa cetak dan elektronik, website Kejaksaan dan fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik. 

i. Adanya kunjungan ke perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik, untuk mengenalkan lembaga kejaksaan, khususnya profesi Jaksa dan mencari sumber daya manusia terbaik.

                 
Sistem pembinaan karir kejaksaan pun tak terlepas dari  pembaruan, antara lain; semakin dimantapkannya pola pembinaan pegawai yang memperhatikan pendidikan dan keahlian, melalui pola pembinaan seperti ini diharapkan Jaksa akan semakin profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dirancang juga mengenai penilaian prestasi bagi jabatan struktural, fungsional dan rangkap. Penilaian ini direncanakan akan dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian yang dirancang secara khusus sesuai dengan jenis jabatan yang ada dalam institusi Kejaksaan. 
 
Pola pembinaan karir di Kejaksaan juga diharapkan akan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, hal ini disebabkan dibentuknya Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) yang bertugas untuk mempertimbangkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan lain yang dipandang perlu. Baperjakat yang dalam keadaan tertentu dapat dipimpin langsung oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung ini  dapat melaksanakan profile assesment guna memastikan orang yang diangkat, dipindah dan diberhentikan adalah orang yang pantas dan tepat.
 
Salah satu kenyataan yang terjadi di kejaksaan adalah adanya anggapan seolah-olah pegawai Kejaksaan yang non Jaksa adalah pegawai kelas dua, sehingga banyak pegawai kejaksaan yang kemudian beralih menjadi jaksa, hal ini tak jarang menyebabkan kosongnya pegawai kejaksaan. Menyadari hal ini dan untuk mengantisipasi maka dalam peraturan Jaksa agung yang baru dinyatakan secara jelas adanya Jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa dijabat oleh pegawai Kejaksaan yang bukan jaksa. Rincian jabatan yang tidak mengelola fungsi jaksa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan akan diatur dalam Keputusan Jaksa Agung. Dengan adanya kejelasan jabatan struktural seperti ini diharapkan setiap pegawai tata usaha akan berkosentrasi untuk bekerja karena jenjang karirnya jelas. Maka Kejaksaan akan terhindar dari kekurangan tenaga pegawai non Jaksa yang selama ini berorientasi menjadi Jaksa.  Atau bahkan sebagai solusi jangka pendek, untuk mengatasi hal ini Kejaksaan dapat menerapkan semacam kontrak dimana pegawai yang baru diterima baik sebagai pegawai tata usaha dan/atau jabatan fungsional lain selain Jaksa diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak beralih profesi menjadi Jaksa dan bersedia tetap pada profesi semula agar di kemudian hari tidak terjadi masalah kekurangan tenaga-tenaga tersebut. 

 
Perkembangan dalam sistem rekrutmen dan sistem pembinaan karir di Kejaksaan yang ternyata dalam peraturan Kejaksaan yang baru harus diakui sebagai suatu perkembangan yang positif. Perbaikan dalam kedua sistem ini artinya perbaikan hampir sebagain besar keseluruhan sistem manejemen sumber daya manusia di Kejaksaan. Banyak harapan-harapan yang bermunculan jika sistem ini dapat berjalan dengan baik. Namun tidak boleh dilupakan pekerjaan rumah Kejaksaan agar sistem ini dapat berjalan, yaitu; peraturan yang baru merupakan suatu peraturan induk dalam internal kejaksaan, agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan optimal dibutuhkan beberapa peraturan pendukung yang pada saat ini belum terbentuk. Peraturan-peraturan pendukung ini perlu segera dibuat dan harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai suatu peraturan yang sudah baik tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan karena banyak kelemahan dalam peraturan pendukungnya. Dalam melakukan proses rekrutmen, ketersediaan data kepegawaian yang menjadi dasar analisis kebutuhan pegawai dan analisis jabatan sangat diperlukan. Untuk itu, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian menjadi satu kebutuhan yang mendesak agar proses rekrutmen dapat berjalan dengan baik. terakhir, yang tak kalah penting,  perlu adanya anggaran dana rekrutmen berdasarkan need assesment kebutuhan dana. Kejaksaan harus memperjuangkan rancangan anggaran dana tersebut pada rapat penentuan anggaran antara pemerintah, departemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
C. Pendidikan dan Pelatihan
Pembaharuan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2007 adalah diklat yang berbasis kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan dan tindakan cerdas yang penuh dengan tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai persyaratan kecakapan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dari profil Kompetensi itu selanjutnya diturunkan rincian kemampuan dan pengalaman belajar yang mesti dimiliki Peserta Diklat untuk mencapai kebutuhan profil Kompetensi itu.


Beberapa pembaruan yang dilakukan terhadap sistem Pendidikan dan Latihan di Kejaksaan terdiri dari

1. Klasifikasi penilaian terhadap hasil yang diperoleh masing-masing peserta Diklat, Pendidik/Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator didasarkan pada nilai rata-rata yang diperoleh dan diberikan predikat :

Sangat Memuaskan
: 90.00 – 100

Memuaskan

: 85.00 – 89.99

Baik Sekali

: 77.00 – 84.99

Baik


: 70.00 – 77.4

Tidak Lulus

: Kurang dari 70

Untuk peserta PPPJ sebelumnya cukup mencapai nilai 55 untuk mencapai kelulusan. Hal ini akan menjadi perubahan positif jika benar-benar diterapkan, mengingat kualitas Jaksa sangat bergantung pada hasil Diklat.

2. Ujian Ulangan (ujian perbaikan) bagi peserta untuk semua jenis Diklat Teknis maupun Fungsional yang memperoleh nilai dibawah 70 (tujuh puluh) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh setiap Pengajar/ Widyaiswara/ Pendidik/Fasilitator. Dengan demikian diharapkan para peserta dapat memenuhi kualifikasi untuk lulus dari Diklat.

Hal lain yang menjadi pembaruan pada Diklat adalah akan dibuatnya refreshing course untuk para pejabat setingkat Kepala Seksi (sebagai proyek percontohan) untuk memperbarui pengetahuan mengenai tugas dan wewenang jaksa dan pengetahuan kedaerahan di mana pejabat tersebut ditempatkan agar dapat menyesuaikan dengan kasus yang sehari-hari akan dihadapi di daerah tempat tugas yang bersangkutan.

Menarik pula untuk dicermati peningkatan status Pusdiklat menjadi Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat). Dengan peningkatan status ini, proses seleksi peserta Diklat bersifat mandiri sehingga meminimalisir pengiriman peserta Diklat yang tidak memenuhi kualifikasi.


Beberapa permasalahan yang hingga saat ini dihadapi oleh Pusdiklat Kejaksaan di antaranya:

1. Masih di tempatkannya orang-orang bermasalah di Pusdiklat dan adanya anggapan bahw orang yang di tempatkan di Pusdiklat merasa dibuang oleh Kejaksaan.

2. Enam sentra diklat sudah berjalan dan empat diantaranya sudah di evaluasi, sudah yaitu Sumatera Utara, Ujung Pandang, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan sentra Diklat Jawa Timur dan Palembang belum. Berdasarkan pengalaman yang lalu ada beberapa hasil evaluasi yang tidak dilaksanakan.

3. Masih ada kendala dengan pengajar Diklat yang menduduki jabatan struktural, sewaktu-waktu mereka tidak dapat hadir mengajar di Pusdiklat karena kesibukan mereka, kadang pemberitahuannya terlambat sehingga menimbulkan kesulitan Pusdiklat mencari pengajar pengganti yang kemampuannya sepadan.
D. Organisasi dan Tata Kerja Intelijen
Terlepas dari berbagai pandangan masyarakat mengenai keberadaan organisasi intelijen yang dilembagakan dalam struktur organisasi dalam instansi pemerintah, maka harus diakui bahwa keberadaan organisasi intelijen di lembaga Kejaksaan sampai saat ini masih diperlukan. Fungsi penegakan hukum dalam tiga bidang pokok yang meliputi bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang ketertiban dan kententraman umum, menjadi dasar perlunya kerja Intelijen untuk mendukung ketiga peran pokok tersebut.

Peran Intelijen Kejaksaan adalah sebagai sarana deteksi dini dan peringatan dini bagi organisasi Kejaksaan pada umumnya dan bagi pimpinan Kejaksan dalam membuat suatu perencanaan, kebijakan atau untuk membuat keputusan. Terkait dengan adanya pembaruan di Kejaksaan maka ada beberapa catatan hal yang berhubungan dengan optimalisasi lembaga intelijen Kejaksaan yang meliputi,  organisasi dan tata kerja Intelijen Kejaksaan, kualitas sumber daya manusia termasuk pembinaan karier.

Secara normatif ketentuan mengenai tugas dan wewenang JAM Intelijen yang diatur dalam Rancangan Keppres mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia belum mempunyai arah yang jelas. Terkait dengan klasifikasi fungsi intelijen yang diuraikan secara luas dalam tiga tataran yakni strategis, operasional, dan tataran taktis. Pada tataran strategis dinas intelijen pada dasarnya mengkhususkan pada upaya perolehan informasi untuk digunakan oleh pemutus kebijakan, dalam tataran ini dibagi menjadi dinas intelijen yang bergerak didalam dan di luar negeri, Intelijen sipil dan Intelijen Militer. Pada tataran strategis ini  Intelijen Kejaksaan adalah intelijen sipil yang bergerak didalam negeri dan bertugas mencari informasi untuk digunakan oleh pimpinan Kejaksaan dan merupakan intelijen yang menjalankan fungsi penegakan hukum.

Pada tataran operasional kegiatan intelijen merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman potensial terhadap keamanan nasional, intelijen Kejaksaan bukan bagian dari tataran fungsi operasional ini. Sedangkan pada tataran fungsi intelijen taktis dibagi menjadi intelijen positif dan intelijen agresif. Intelijen positif terkait dengan tugas pengumpulan data bernilai strategis yang kemudian diolah dan dianalisis serta teknik pengiraan. Sedangkan intelijen agresif  terkait dengan tugas kontra intelijen dan kontra spionase. Intelijen Kejaksaan termasuk Intelijen taktis yang positif bukan yang agresif. Dengan demikian arah Intelijen Kejaksaan dapat dirumuskan sebagai Intelijen yang menjalankan fungsi taktis dan strategis secara terbatas.                    

Secara empiris pembaruan organisasi Intelijen Kejaksaan berjalan cukup signifikan dengan penerapan asas ramping struktur kaya fungsi baik ditingkat pusat maupun di daerah. Akan tetapi mengenai tata kerja Intelijen perlu ditinjau kembali pelaksanaannya terutama yang terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara, ini disebabkan tugas intelijen kejaksaan meliputi pencarian informasi, pengamanan dan penggalangan, namun dinamika dan perkembangan Kejaksaan memaksa tugas pencarian informasi berkembang menjadi tugas penyelidikan yang diartikan sebagaimana penyelidikan yang dimaksudkan dalam KUHAP.         

E. Mekanisme Pengawasan


Persoalan dari pelaksanaan pengawasan di Kejaksaan selama ini terletak pada efektifitas dan berlarut-larutnya pemeriksaan serta terbatasnya akses publik (pelapor) untuk mengetahui baik atas proses maupun hasil dari pemeriksaan itu sendiri. Atas persoalan tersebut pembaruan pada bidang pengawasan di Kejaksaan dititikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta penjabaran tata cara pengawasan yang lebih rinci dari ketentuan sebelumnya.


Adapun hal-hal yang baru dalam ketentuan pengawasan di Kejaksaan terdiri dari:

1. Tata cara pengawasan melekat yang lebih terperinci sebagai upaya untuk mendorong efektifitas pengawasan melekat yang selama ini kurang berjalan;

2. Pengkhususan pengawasan melekat terhadap Jaksa dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa;
3. Pengurangan waktu pembuatan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang semula 14 hari menjadi 7 (tujuh) hari untuk mempercepat proses pengawasan;

4. Pengurangan waktu pelaksanaan penertiban atas LHP yang semula 30 hari menjadi 14 hari dengan tujuan yang sama;

5. Pembatasan waktu pemeriksaan kasus atas laporan pengaduan masyarakat selama 90 hari kalender untuk menyesuaikan dengan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan RI;
6. Pemberian hak kepada pelapor untuk mengetahui sejauhmana proses dan hasil pemeriksaan atas laporannya disertai dengan jangka waktu pemberian informasi tersebut dari pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan (7 (tujuh) hari untuk tahapan proses dan 14 hari untuk hasil pemeriksaan);
7. Penghapusan tahap Peninjauan Kembali oleh Jaksa Agung terhadap penjatuhan hukuman disiplin berat; dan
8. Perimbangan antara pemberian reward and punishment yang berdasar pada hasil pengawasan melekat dari pimpinan kepada bawahannya.



Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang dirasakan masih perlu ditindaklanjuti dari pembaruan di bidang mekanisme pengawasan ini. Misalnya Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa yang belum diatur secara rinci. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang memuat bobot penilaian kinerja Jaksa seperti penanganan perkara dan administrasi perkara. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembaruan yang dilakukan akan menjawab persoalan utama di bidang pengawasan yaitu efektifitas dari pemeriksaan? Tentunya yang akan menjawab pertanyaan di atas adalah para Pejabat Pengawasan di lingkungan Kejaksaan itu sendiri.
F. Kode Perilaku Jaksa


Sebagai salah satu profesi hukum, Jaksa memiliki Kode etik yang disebut sebagai Tata Krama Adyhaksa. Kode etik ini memuat norma-norma yang mengejawantahkan sosok Jaksa yang setia, unggul dan bijaksana (Satya, Adhi, Wicaksana). Namun kode etik ini dirasakan belum memadai untuk menjawab tantangan profesi Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk itu perlu dikembangkan suatu kode perilaku yang memuat norma yang lebih praktis sebagai pedoman bagi Jaksa dalam menjalankan profesinya. Selain dari itu, United Nations Convention on Anti Corruption (UNCAC) mensyaratkan negara yang meratifikasinya untuk memiliki Kode Perilaku bagi pejabat publik khususnya penegak hukum.


Salah satu agenda pembaruan di Kejaksaan juga menyentuh isyu Kode Perilaku Jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung. Isi dari Kode Perilaku Jaksa berupa kewajiban dan larangan bagi Jaksa dalam menjalankan profesinya serta penegakannya. “Hukuman” dalam Kode Perilaku Jaksa disebut sebagai Tindakan Administratif untuk menghindari duplikasi dari penyebutan hukuman disiplin dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.


Meski demikian terdapat beberapa catatan kritis terhadap Kode Perilaku Jaksa ini. Pertama, soal kekuatan hukum yang hanya dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung. Semestinya Kode Perilaku Jaksa dapat diperkuat dengan mengikutkannya ke dalam PP tentang Pemberhentian Jaksa seperti layaknya PP tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI atau Pemberhentian Polisi. Argumen ini dilandasi dari ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 13 ayat (1) huruf e di mana Jaksa dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan perbuatan tercela. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 mendefinisikan perbuatan tercela sebagai sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan. Definisi ini sejalan dengan pengertian dari Kode Perilaku Jaksa itu sendiri yaitu serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Dengan demikian Kode Perilaku Jaksa cukup berdasar untuk menjadi bagian dari PP tentang Pemberhentian Jaksa sehingga lebih memiliki kekuatan hukum. 

Kedua, daftar kewajiban dan larangan perilaku hanya mencakup ketika Jaksa menjalankan tugas profesinya saja. Hal ini dirasakan tidak cukup jika Kode Perilaku Jaksa merujuk pada UU No. 16 Tahun 2004 khususnya pada definisi “perbuatan tercela” yang mencakup pula sikap, perbuatan dan tindakan Jaksa pada saat tidak bertugas. Kemudian jika dibandingkan dengan Kepolisian, Kejaksaan dapat dinilai kurang progresif dalam mengatur perilaku aparatnya (Jaksa). Peraturan Disiplin pada Kepolisian mengatur perilaku aparatnya tidak hanya ketika menjalankan tugasnya, tetapi juga ketika Polisi sedang berada di luar tugas atau dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kewajiban dan larangan perilaku di luar tugas (dalam kehidupan bermasyarakat), aparat penegak hukum khususnya Jaksa diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat khususnya untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum.


Ketiga, benturan kepentingan antara pejabat yang memeriksa dengan Jaksa yang diperiksa, di mana pejabat yang melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya penyimpangan Kode Perilaku Jaksa adalah pimpinan dari Jaksa itu sendiri. Benturan kepentingan sangat dimungkinkan terjadi, jika seorang Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa diperiksa oleh (salah satu) pejabat yaitu pimpinannya yang juga terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka pemeriksaannya tidak akan obyektif. Dengan demikian tata cara pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan Kode Perilaku Jaksa perlu disempurnakan agar kekhawatiran akan terjadinya benturan kepentingan ini tidak terjadi.


Dengan beberapa catatan kritis di atas Kode Perilaku Jaksa patut diapresiasi dengan terus dipantau implementasinya sebagai sebuah terobosan baru dalam reformasi di Kejaksaan. Penegakan Kode Perilaku Jaksa diharapkan dapat membentuk Kejaksaan sebagai modern legal professional organization yang digerakkan oleh Jaksa yang memiliki integritas kepribadian yang luhur.
III. PENANGANAN PERKARA
A. Perkara Korupsi

1. Kasus BLBI

Penyimpangan dana BLBI merupakan perkara korupsi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini. Fakta itu bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. Selain itu, terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui grup bank tersebut. Sebaliknya, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. Kejaksaan Agung menargetkan waktu selama tiga bulan untuk menyidik dan menyelesaikan tiga kasus besar dari delapan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Tiga kasus tersebut diantaranya dua kasus pengembalian asset ke BPPN dan kasus Bank Bali yang akan diajukan peninjauan kembali. Tiga kasus itu didahulukan sebab nilai kerugian negara yang ditimbulkannya lebih dari Rp 50 triliun.

Semangat Kejaksaan Agung dalam menangani kasus BLBI tentu perlu dihargai lebih, namun perlu diingat bahwa Kejaksaan juga mempunyai raport merah pada saat Jaksa Agung MA Rachman yang menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004. Alasan Kejaksaan menghentikan penyidikan karena para tersangka telah mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) dari badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). MaPPI FHUI mengharapkan hal-hal yang menjadi alasan birokratis administratif dan politis yang menghambat kerja-kerja penyidikan kasus BLBI ini segera dipikirkan dan diantasipasi secara dini oleh Jaksa Agung sehingga tidak membuka pintu kebebasan yang baru bagi  para koruptor BLBI.  Salah satu alasan yang paling mungkin menjadi peluang menghambat penyelesaian kasus BLBI adalah diserahkannya penyelesaian secara perdata kepada Menteri Keuangan, perlu dipikirkan alasan hukum lain agar Kejaksaan Agung dapat secara komprehensif dan terpadu setidaknya dengan mengoptimalkan peran bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan untuk ikut menyelesaikan kasus ini

Hal lain yang juga dicermati oleh MaPPI adalah masalah kualitas, integritas dan profesionalitas Jaksa yang akan menangani perkara BLBI ini. Bukan hal yang perlu ditutupi bahwa kinerja Jaksa yang menangani kasus ini harus terukur. Sekedar mengingatkan dalam kurun waktu 2005-2006 drama penyelesaian kasus BLBI berakhir dramatis dimana tiga tersangka BLBI dibebaskan oleh pengadilan. Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim (baik di tingkat pertama, banding atau kasasi), hanya satu terpidana kasus korupsi BLBI yang berhasil dijebloskan ke penjara. Dua terdakwa lainnya tidak langsung masuk penjara dan yang paling buruk 9 orang terdakwa telah melarikan diri sebelum vonis dijatuhkan. Kinerja ke-35 Jaksa yang menangani perkara BLBI ini tentunya membutuhkan pengawasan internal dan eksternal melalui mekanisme yang ada di Kejaksaan sehingga kejadian dramatis penyelesaian kasus BLBI sebagaiman tahun 2005-2006 tidak terulang . 

Langkah lain yang dianggap MaPPI FHUI tepat untuk mengoptimalkan kinerja Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus BLBI adalah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara berkala mengenai perkembangan penanganan kasus BLBI dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara langsung apa saja yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara BLBI tersebut, ini untuk menghindari kebiasaan lama penegak hukum di negeri ini yang cepat melupakan penanganan kasus-kasus yang sebelumnya  menjadi sorotan masyarakat. 

2. Kasus BPPC
Jejak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dalam bisnis cengkih mulai disidik. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung  bahkan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dalam penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 175 miliar pada tahun 1996, semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Dana ini sebagai pinjaman lunak yang diberikan pemerintah melalui BI kepada BPPC. Pinjaman dikucurkan pemerintah untuk mendukung pengaturan bisnis cengkih. Keputusan ini diawali dengan terbitnya Keppres No. 20/1992 tentang Tata Niaga Cengkeh tertanggal 11 April 1992. Isinya, petani cengkih harus menjual produknya ke KUD diteruskan ke BPPC.  Presiden Soeharto menegaskan pengaturan bisnis ini dengan menerbitkan Inpres No. 1/1992 tentang Dasar Pembelian Cengkeh oleh KUD ke Petani tertanggal 16 April 1992. Harga yang ditetapkan untuk cengkih kualitas I Rp 7.900,00/kg, kualitas II Rp 6.000,00/kg. Disusul lagi Inpres No. 4/1996 tentang Perubahan Harga Pembelian Cengkeh oleh KUD ke Petani. Harga cengkih disamaratakan Rp 8.000,00/kg. Berdasarkan hasil penyelidikan, akibat monopoli bisnis cengkih dengan bendera BPPC, dana BLBI yang diselewengkan mencapai 70%. Saat ini Kejaksaan Agung mengeluarkan SPDP kasus BPPC berbarengan dengan upaya kejaksaan memenangkan sengketa uang milik Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (PNB) Paribas cabang Guernsey. Walaupun Kejaksaan Agung menolak bahwa SPDP kasus BPPC ini terkait dengan persidangan di Guernsey tersebut. 

Ada beberapa hal yang dicermati terhadap peran Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan kasus BPPC ini. Pertama masalah manajemen penanganan perkara; menurut catatan MaPPI FHUI dugaan korupsi BPPC ini sebenarnya bukan kasus yang baru kali ini disidik. Kejaksaan Agung pernah mengeluarkan SPDP dalam kasus ini pada 16 November 2000. Bahkan, Jaksa Agung saat itu (Marzuki Darusman, S.H.) dalam jawaban tertulis pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, 18 Juni 2001, telah mencantumkan nama mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka, namun kelanjutan penanganan perkara ini tidak pernah ada hingga diterbitkannya SPDP yang baru. Hal ini menunjukan kelemahan Kejaksaan dalam manajemen penanganan perkara. Waktu tujuh tahun sebenarnya sangat lama untuk menyelesaikan kasus BPPC ini jika di hitung SPDP pertama yang dikeluarkan pada tahun 2000. Kelemahan seperti ini seharusnya mendapat perhatian Jaksa Agung. Penataan serta pengawasan administrasi dan manajemen penanganan perkara, merupakan modal dasar bagi peningkatan kinerja kejaksaan secara keseluruhan.    
Masalah kedua yang menjadi perhatian MaPPI FHUI adalah mengenai transparansi perkembangan penanganan perkara korupsi BPPC;  Kejaksaan harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil apa yang sudah diperoleh Kejaksaan selama tujuh tahun menyidik perkara BPPC ini, jika tidak ada perkembangan maka sudah dipastikan kualitas, integritas dan profesionalitas Jaksa masih jalan di tempat dan pada akhirnya bermuara pada menumpuknya krisis kepercayaan masyarakat terhadap instansi Kejaksaan.

3. Peninggalan Timtas Tipikor

Beberapa waktu lalu pada saat membubarkan Timtastipikor Presiden SBY meinginkan perkara-perkara Korupsi ditangani secara biasa oleh intansi konnvensional terutama oleh instansi Kejaksaan. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 / 2005, 2 Mei 2005 telah menyelesaiakan beberapa kasus diantaranya Kasus Korupsi Dana Abadi Umat (DAU) Departemen Agama senilai Rp 684 Miliar dengan terdakwa Said Agil Husein al-Munawar, divonis 5 tahun dan Taufiq Kamil divonis 4 tahun penjara, Kasus korupsi di PT Jamsostek senilai Rp 250 – 300 miliar dengan tersangka Ahmad Djunaidi yang divonis 8 tahun dan Andi Rahman Alamsyah, Kasus Pertamina dengan terdakwa Zainul Arifin, Kasus pemerasan saksi PT Jamsostek dengan terdakwa Herman Allositandi, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan Andry Djemi Lumanauw divonis 4 tahun penjara, Kasus PT Pupuk KalTim, serta kasus Gelora Senayan dan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter MI-17.

Apa yang dimaksudkan oleh Presiden SBY agar perkara korupsi untuk ditangani kembali oleh masing-masing lembaga yang berwenang menimbulkan konsekuensi dan tanggungjawab baru dalam penyelesaian perkara korupsi termasuk bagi lembaga Kejaksaan. Menurut catatan sisa perkara korupsi yang menjadi warisan Timtas tipikor cukup banyak. Sebut saja kasus Sekretariat Negara,, Kasus PT Pelindo II, Kasus PT TelKom, Kasus Angkasa Pura II, Kasus Bank Mandiri, Kasus PT Jiwasraya, Kasus PT Bank BRI, Kasus PT PLN, Kasus Kemayoran, Kasus Patal Senayan. Selain itu  masih ada kasus tereksekusi sejumlah 7 perkara, upaya hukum (banding dan kasasi) sejumlah 2 perkara, tingkat penuntutan sejumlah 11 perkara, tingkat penyidikan sejumlah 13 perkara, tingkat penyelidikan sejumlah 39 perkara. Sedangkan untuk kasus tertangani didaerah (Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah) tereksekusi 1 perkara, upaya hukum 15 perkara, penuntutan 25 perkara, tingkat penyidikan 26 perkara dan penyelidikan 141 perkara.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan tentunya perlu menyiapkan diri dalam menyelesaikan warisan perkara-perkara timtastipikor tersebut. MaPPI melihat limpahan perkara korupsi ini dapat ditangani oleh Kejaksaan secara komprehensif dengan penekanan pada program 8-5-3-1 dalam penanganan kasus korupsi. Penanganan sisa perkara timtas tipikor ini tentunya memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas kinerja sebagai bentuk tanggungjawab Kejaksaan kepada masyarakat. MaPPI FHUI melihat sisa kasus dari timtastipikor yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan baik dipusat maupun di daerah menjadi kredit poin tersendiri bagi Kejaksaan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat jika ditangani secara baik. 
B. Kasus Munir

Kejaksaan Agung pekan ini berjanji akan mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir ke Mahkamah Agung. Pollycarpus, terdakwa kasus pembunuhan Munir, sempat divonis 14 tahun oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Namun, Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus dari dakwaan pembunuhan Munir. Majelis hakim kasasi menghukum Pollycarpus dua tahun penjara karena memalsukan surat tugas. Dalam putusan itu, seorang hakim agung mengajukan dissenting opinion (beda pendapat). Kejaksaan lalu mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan itu. Pengajuan peninjauan kembali didasarkan adanya bukti baru yang saat ini sudah berada ditangan Jaksa. Tiga bukti baru itu diantaranya merupakan hasil uji laboratorium forensik CCL Tequila di Seattle di  Amerika Serikat, adanya pengakuan saksi kunci dan bukti-bukti surat-surat.

Penasihat hukum Pollycarpus pada kesempatan pertama menyatakan kliennya bakal bebas yang kemudian terbukti pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Kegagalan pihak Kejaksaan menjerat pelaku pembunuhan Munir disebabkan oleh beberapa hal; Pertama adanya kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dengan asumsi seolah-olah pembunuhan berencana dan penggunaan surat palsu sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri, sehingga pengadilan dan Mahkamah Agung memeriksa berdasarkan dakwaan tersebut. Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak mengeksplorasi lebih jauh dan gagal menemukan kebenaran materiil kemungkinan keterlibatan BIN dan petinggi Garuda dipersidangan.

MaPPI FHUI melihat Kejaksaan harus menyiapkan bekal yang cukup dalam mengungkap pembunuhan Munir. Kekurangan terlihat ketika Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan pihaknya akan menggunakan teori pembuktian conditio sine qua non diharapkan dengan teori itu, semua sebab yang muncul dalam proses perkara bisa menimbulkan kematian. Bila teori conditio sine qua non ingin digunakan  dalam PK Munir maka kejaksaan harus menyiapkan beberapa sebab yang mengakibatkan kematian Munir pendeknya, ada banyak sebab yang menimbulkan aktivis HAM Munir meninggal dunia dalam penerbangan menuju Belanda. Oleh karena itu MaPPI FHUI mengharapkan agar Kejaksaan mempersiapkan diri jangan sampai gagal meyakinkan majelis PK untuk mengungkap dan menjerat pelaku pembunuhan, disisi lain Kejaksaan harus mendorong agar  Majelis PK benar-benar meihat kebenaran materiil yang timbul dalam perbuatan pidana tersebut.

Perhatian juga ditujukan kepada proses formil yang kemungkinan menjadi perdebatan pengajuan PK yang dilakukan oleh Jaksa. Secara legal formil Jaksa tidak dapat mengajukan PK namun Kejaksaan berpendapat berdasarkan teori interpretasi a contrario terhadap Pasal 263 KUHAP, Jaksa dapat mengajukan PK. Hal ini diperkuat dengan adanya yurisprudensi mengenai bolehnya jaksa mengajukan PK, yaitu dalam perkara Mukhtar Pakpahan dan Gandhi Memorial School. Oleh karena itu MaPPI FHUI mengharapkan agar Jaksa Agung juga melakukan persiapan terhadap adanya hambatan teknis formil agar sedini mungkin dapat diantisipasi. Kasus pembunuhan Munir merupakan konsumsi masyarakat HAM internasional sehingga Kejaksaan jangan sampai gagal dalam menjerat pelaku dan mengungkap seluruh pihak yang ikut terlibat  dalam pembunuhan tersebut. Masyarakat menanti janji Kejaksaan yang akan menyelesaikan kasus ini secepatnya.

C. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

1. Kasus Tommy – BNP Paribas

Kasus yang melilit Tommy itu bermula pada 22 Juli 1998, atau dua bulan setelah ayahnya lengser dari jabatan presiden. Pada tanggal itu Garnet Investment Ltd, perusahaan milik Tommy Soeharto di Tortola, British Virgin Island menyimpan uang di bank bernama BNP Paribas. British Virgin Island adalah negara kecil di kawasan Karibia yang seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menempatkan dana dan menghindari tagihan pajak.

Kemudian pada 28 Oktober 2002, Garnet memerintahkan BNP Paribas mentransfer dana 36 juta euro, namun perintah ini tidak dijalankan. Tanggal 12 November 2002, Garnet memerintahkan lagi transfer uang namun juga tak dijalankan BNP Paribas. Sebaliknya, 23 Desember 2002, BNP Paribas mengirim surat meminta Garnet melakukan verifikasi darimana uang tersebut diperoleh.

Dua bulan kemudian, Garnet memerintahkan BNP Paribas mengosongkan rekening dengan hanya menyisakan saldo 1 juta dolar AS dan sebagian ditransfer ke rekening Garnet di United Overseas Bank di Singapura. Namun BNP Paribas tetap tak menjalankan perintah itu. Garnet pun mengajukan gugatan terhadap BNP Paribas di Royal Court.

Dalam persidangan, BNP Paribas mengatakan perintah Garnet tak dijalankan karena uang yang mereka simpan di Paribas diduga terkait kasus tindak pidana korupsi dan money laundering (pencucian uang) di Indonesia. Dalam proses selanjutnya, Royal Court menerbitkan surat perintah meminta Garnet menghubungi Pemerintah Indonesia dan menanyakan apakah mereka ikut dalam gugatan ini. Dan 9 Januari 2006 lalu Kejagung RI memutuskan ikut dalam gugatan. Royal Court kemudian memberi kesempatan Pemerintah RI memasukkan gugatan intervensi pada 22 Januari 2007 lalu.

Kejaksaan berpendapat ada tiga celah hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah RI untuk turut serta dalam kasus ini. Pertama, Tommy terlibat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan alasan ini, maka pemerintah berwenang untuk menyita segala aset yang dimiliki Tommy. Kedua, Tommy memiliki utang kepada pemerintah sehingga harta-harta yang dimilikinya dapat disita untuk dijadikan jaminan pelunasan utang. Ketiga, uang yang dimiliki Garnet dapat dibuktikan tidak berasal dari usaha yang halal.

Alasan pertama dan kedua akan menjadi pekerjaan Kejagung untuk membuktikannya. Sementara, untuk alasan ketiga sangat tergantung apakah sistem hukum di Guernsey mengenal pembuktian terbalik sehingga Garnet yang harus membuktikan bahwa uang mereka berasal dari usaha yang halal.

Pilihan Kejaksaan adalah alasan yang pertama yaitu membuktikan Tommy terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan mengangkat kembali kasus BPPC dan mobil Timor. Tapi pilihan ini bukan serta merta menjamin Kejaksaan dapat menarik kembali aset negara. Jika menilik kembali kasus BPPC sebelumnya dengan terdakwa Nurdin Halid yang diputus bebas, maka penanganan kasus yang sama dengan tersangka/terdakwa yang berbeda (Tommy), akan menjadi pekerjaan sulit bagi Kejaksaan. Kejaksaan harus mengejar tenggat waktu yang diberikan oleh Pengadilan di Guernesey selama 6 bulan untuk membuktikan bahwa uang yang disimpan Tommy adalah hasil korupsi. Menurut MaPPI FHUI, Kejaksaan perlu mencari bukti kuat yang menghubungkan adanya kerugian negara dengan peran Tommy sebagai petinggi di BPPC dan memastikan penanganan perkaranya baik di tingkat penyidikan hingga mendapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan Pengadilan di Guernesey.
2. Kasus Yayasan Soeharto

Sesaat setelah diangkat menjadi Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh, beberapa tugas berat sudah menanti Hendarman Supandji memimpin Kejaksaan. Salah satu warisan tugas dari Jaksa Agung sebelumnya adalah pengajuan gugatan perdata terhadap yayasan yang pernah dipimpin oleh penguasa Orde Baru, Soeharto. Upaya pengajuan gugatan tersebut memang menjadi salah satu agenda Kejaksaan sejak dipimpin oleh Abdul Rahman Saleh, namun hingga posisi Jaksa Agung di-resuffle oleh Presiden gugatan tersebut belum selesai.
Jaksa Agung menjanjikan gugatan perdata terhadap beberapa yayasan Soeharto akan selesai sebelum tanggal 22 Juli 2007 dan janji tersebut terpenuhi pada tanggal 9 Juli 2007 yang lalu. Namun demikian perlu dicermati kilas balik dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan untuk mengembalikan aset negara yang hilang pada masa Orde Baru ini.
Upaya pengajuan gugatan oleh Kejaksaan diawali dengan membentuk tim Jaksa Pengacara Negara yang terdiri dari 12 orang yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada pertengahan Mei 2007. Sepekan kemudian Jaksa Agung Hendarman Supardji menerima Surat Keputusan Kuasa dari Presiden untuk mengajukan gugatan perdata kepada mantan presiden Soeharto. Pekan yang sama Kejaksaan menyatakan terdapat 43 orang saksi yang siap diperiksa terkait dengan kasus ini. Adapun volume gugatan ini berupa ganti rugi senilai Rp 1,5 triliun, kerugian imateriil sebesar Rp 10 triliun dan penyitaan aset yayasan salah satunya tanah seluas 8.152 m2 di Jl. HR Rasuna Said yang ditempati gedung Granadi.
Beragam reaksi muncul terhadap gugatan ini yang menyatakan rencana Kejaksaan menggugat perdata Soeharto dan Yayasan Supersemar merupakan langkah terlambat dan semakin lama gugatan dilakukan posisi pemerintah semakin lemah, sebaliknya, para tergugat makin punya waktu untuk memperkuat posisinya. Jelas hal ini menjadi desakan kepada Kejaksaan untuk berpacu dengan waktu dalam mempersiapkan gugatannya. Jika dihitung dari masa pemerintahan Presiden SBY hingga diajukan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan gugatan ini kurang lebih 2,5 tahun. Hal ini menimbulkan asumsi terdapat permasalahan di dalam penyusunan gugatan oleh Kejaksaan.
Salah satu permasalahannya adalah dokumen-dokumen yang menjadi bukti pendukung gugatan dikabarkan hilang dari bagian kearsipan baik di Kejaksaan Tinggi DKI maupun di Kejaksaan Agung. Padahal jika ditilik kembali bahwa Kejaksaan pernah menyidik Soeharto untuk kasus korupsi Yayasan, semestinya dokumen-dokumen tersebut masih tersimpan dengan baik meskipun kasus pidananya di-SKP3. Upaya Kejaksaan untuk mencari dokumen tersebut salah satunya dengan memeriksa para jaksa yang pernah menangani kasus Soeharto. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi dan kearsipan di Kejaksaan tidak berjalan baik. Sebab seharusnya dokumen yang terkait dengan kasus tidak hanya berada di tangan jaksa yang memeriksa kasus tersebut, tetapi juga terdokumentasi dengan baik di Kejaksaan itu sendiri. Fenomena persoalan di Kejaksaan ini diperkuat dengan diperolehnya dokumen dengan menyitanya dari pengurus Yayasan saat ini, untuk kemudian difotokopi dan dilegalisir untuk dijadikan alat bukti dalam mengajukan gugatan.
Permasalahan lain yang muncul dari kasus ini adalah pemilihan saksi yang terkait dengan rencana gugatan. Awalnya Kejaksaan akan meminta kesediaan 43 orang untuk menjadi saksi, namun belakangan Kejasaan memutuskan untuk tidak memeriksa seluruh saksi. Dari segi waktu, pembatasan jumlah saksi akan membantu mempercepat penanganan kasus. Tetapi jika dilihat dari segi kompleksitas kasus, maka jumlah saksi yang relatif banyak justru akan memperkaya materi gugatan yang dipersiapkan.
Tantangan yang dihadapi Kejaksaan tidak hanya terjadi di dalam Kejaksaan sendiri, tetapi juga pesimisme dari publik dan reaksi dari pihak Tergugat. Pesimisme publik dapat dipahami jika melihat ‘preseden’ yang diciptakan sendiri oleh Kejaksaan bahwa ketika sebuah perkara yang terkait dengan keluarga Cendana muncul kekhawatiran yang dilakukan kejaksaan tidak maksimal. Sedangkan reaksi dari Soeharto yang diwakili kuasa hukumnya adalah sikap tenang dan kesiapannya untuk menghadapi gugatan. Sudah seharusnya Kejaksaan menyikapi tantangan ini dengan kesungguhan ketika kasus ini diperiksa oleh Pengadilan demi terpenuhinya keadilan masyarakat.
IV. PENUTUP
Berikut di bawah ini beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan benang merah bagi Kejaksaan di usianya yang ke-47 untuk semakin memperbaiki diri:
1. Pembaruan Kejaksaan perlu dilihat sebagai sesuatu yang positif meskipun masih meninggalkan beberapa catatan yang seharusnya menjadi perhatian Kejaksaan, yaitu:

a. pembaruan di Kejaksaan baru pada tingkat kebijakan (Peraturan Jaksa Agung) dan masih perlu dibuktikan kesungguhan pelaksanaannya;
b. masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada kebijakan tersebut, sehingga Kejaksaan perlu untuk tetap membuka diri terhadap perbaikan dan penyempurnaan kebijakan reformasi di Kejaksaan;

c. meneruskan Agenda Pembaruan Kejaksaan terutama untuk beberapa agenda yang sama sekali belum berjalan seperti pembentukan standar sarana dan prasarana, sistem manajemen anggaran dan sistem manajemen informasi perkara di Kejaksaan; 
d. pembaruan di Kejaksaan akan menjadi kecil artinya jika di tubuh Kejaksaan masih terdapat pelanggaran dan penyimpangan baik dari perilaku maupun kinerja dari para aparatnya (business as usual);

e. komitmen terhadap pelaksanaan hasil pembaruan Kejaksaan harus dimiliki oleh seluruh jajaran di Kejaksaan baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat pelaksana teknis.

2. Upaya penanganan perkara yang sedang berjalan khususnya tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM dan pengembalian aset negara harus bercermin pada “kegagalan” Kejaksaan di masa lalu. Dengan komitmen yang disampaikan oleh Jaksa Agung untuk menuntaskan perkara-perkara tersebut, seharusnya juga terlihat dari kesungguhan aparat di bawahnya.
Beberapa kelemahan, yang dominan terletak pada teknis penanganan perkara, harus menjadi perhatian lebih bagi Jaksa Agung. Hal-hal yang terlihat kecil dan sepele dapat menjadi batu sandungan bagi Kejaksaan untuk mengungkap perkara-perkara yang menjadi perhatian publik.



� Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
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